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SANKSI PIDANA ATAS KELALAIAN ATAU 
KESENGAJAAN YANG MENGAKIBATKAN 
TERJADINYA KECELAKAAN  LALU LINTAS 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN1 
Oleh  : Larasaputri Dian2 

 
ABSTRAK 

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui 
bagaimanakah akibat dari kecelakaan lalu lintas 
yang disebabkan oleh kelalaian atau 
kesengajaan dan bagaimanakah pemberlakuan 
sanksi pidana atas kelalaian atau kesengajaan 
yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu 
lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan yang dengan metode penelitian hukum 
normatif disimpulkan: 1. Akibat dari kecelakaan 
lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dan 
kesengajaan seperti dengan kerusakan 
kendaraan dan/atau barang, adanya korban 
luka ringan dan luka berat atau korban 
meninggal dunia. Kelalaian dan kesengajaan 
yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan 
menibulkan kerusakan kendaraan atau korban 
luka ringan, luka berat dan meninggal dunia 
dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah 
terbukti secara sah menurut hukum yang 
berlaku. 2. Pemberlakuan sanksi pidana atas 
kelalaian atau kesengajaan yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas 
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis 
tindak pidana yang terbukti dilakukan secara 
sah menurut hukum. Sanksi pidana berupa 
pidana penjara dan pidana denda. 
Kata kunci: kelalaian; kesengajaan; 
kecelakaanlalu lintas; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini, 
pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur 
lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya 
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ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau 
denda yang relatif lebih ringan, namun, 
terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur 
kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh 
lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat 
menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran 
dengan tidak terlalu membebani masyarakat. 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah akibat dari kecelakaan lalu 
lintas yang disebabkan oleh kelalaian 
atau kesengajaan ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi 
pidana atas kelalaian atau kesengajaan 
yang mengakibatkan terjadinya 
kecelakaan lalu lintas menurut Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum yang digunakan 
dalam penulisan ini ialah metode penelitian 
hukum normatif.  
 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Kelalaian Dan Kesengajaan 

Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 

No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini 
pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh 
semua instansi terkait (stakeholders) sebagai 
berikut: 
1. urusan pemerintahan di bidang prasarana 

Jalan, oleh kementerian yang bertanggung 
jawab di bidang Jalan; 

2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
oleh kementerian yang bertanggung jawab 
di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan;  

3. urusan pemerintahan di bidang 
pengembangan industri Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang 
bertanggung jawab di bidang industri; 

4. urusan pemerintahan di bidang 
pengembangan teknologi Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, oleh kementerian yang 
bertanggung jawab di bidang teknologi; dan 

5. urusan pemerintahan di bidang registrasi 
dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan 
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Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta 
pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
Pembagian kewenangan pembinaan 

tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung 
jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan 
transparan sehingga penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana 
dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan 
efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Terhadap hal-hal yang bersifat teknis 
operasional, yang semula dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam 
peraturan pemerintah dan peraturan 
pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini 
telah diatur secara tegas dan terperinci dengan 
maksud agar ada kepastian hukum dalam 
pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi 
banyak peraturan pemerintah dan peraturan 
pelaksanaannya.3 

Kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah 
kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan 
sebuah tindak pidana, dan suatu tindak pidana 
tentunya ada pertanggung jawaban oleh 
pelaku. Kelalaian adalah suatu tindak pidana 
yang tidak di kehendaki oleh pelaku, kelalaian 
biasanya disebut juga dengan kesalahan, 
kurang hati-hati, atau kealpaan (culpa), arti 
culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi 
dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai 
arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si 
pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti 
kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga 
akibat yang tidak disengaja terjadi.4  

Bahwa pada intinya culpa mencakup kurang 
(cermat) berfikir, kurang pengetahuan, atau 
bertindak kurang terarah. Culpa di sini jelas 
merujuk pada kemampuan psikis (jiwa) 
seseorang dan karena itu dapat dikatakan 
bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga 
secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan 
munculnya) akibat fatal dari tindakan orang 
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tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan 
karena itu seharusnya dilakukan.5 

Delik Culpa atau dalam hukum pidana 
dikenal dengan kealpaan (kelalaian) adalah 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana. Meskipun pada umumnya bagi 
kejahatan-kejahatan diperlukan adanya 
kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari 
padanya ditentukan bahwa disamping 
kesengajaan itu orang juga sudah dapat 
dipidana bila kesalahannya berbentuk 
kealpaan.6 Kealpaan terdapat apabila seseorang 
tetap melakukan 
perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui 
atau menduga akibatnya.7  

Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena 
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau kurungan paling lama satu 
tahun”. 

Undang-undang tidak memberi definisi 
apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan 
mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak 
antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun 
juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding 
dengan kesengajaan.8 

Pengertian pelanggaran adalah 
overtredingen atau pelanggaran berarti suatu 
perbuatan yang melanggar sesuatu dan 
berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain 
dari pada perbuatan melawan hukum.9 

Perbedaan antara kedua golongan tindak 
pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak 
bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu 
kejahatan pada umumnya diancam dengan 
hukuman yang lebih berat dari 
padapelanggaran dan nampaknya ini 
didasarkan pada sifat lebih berat dari 
kejahatan.10 
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Pelanggaran yaitu: tindak pidana yang 
termasuk ringan, lebih ringan dari kejahatan.11 
Pelanggaran, overtrading; violation; 
contravention, yaitu: perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana yang oleh undang-
undang pidana ditentukan lebih ringan 
pidanannya daripada kejahatan.12 Pelanggaran 
undang-undang, wetschending, yaitu: 
perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan 
dengan ketentuan undang-undang, misalnya 
orang yang melanggar larangan atau tidak 
melakukan kewajiban hukum pidana.13  

Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang.14 Pelanggaran 
yaitu: tindak pidana yang termasuk ringan, 
lebih ringan dari kejahatan.15  

Pelanggaran yaitu: perbuatan pidana yang 
tergolong tidak seberat kejahatan; hal ini telah 
diatur antara lain di dalam Pasal 532 KUH 
Pidana, yaitu diancam dengan pidana kurungan 
paling lama tiga hari atau pidana denda paling 
banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: 
1. Barangsiapa di muka umum menyanyikan 

lagu-lagu yang melanggar kesusilaan; 
2. Barangsiapa di muka umum mengadakan 

pidato yang melanggar kesusilaan; 
3. Barangsiapa yang terlihat dari jalan umum 

mengadakan tulisan atau gambaran yang 
melanggar kesusilaan.16 

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum 
formal menyatakan bahwa apabila suatu 
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang 
termuat dalam rumusan tindak pidana, 
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika 
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara 
tegas dalam undang-undang. Ajaran yang 
materiel mengatakan bahwa di samping 
memenuhi syarat-syarat formal, yaitu 
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam 
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rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai 
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena 
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan 
pembenar di luar undang-undang. Dengan 
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada 
pada hukum yang tidak tertulis.17 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 
angka 24. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu 
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak 
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan 
korban manusia dan/atau kerugian harta 
benda. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
mengatur  mengenai bentuk-bentuk kelalaian 
dan kesengajaan yang dapat menyebabkan 
kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 
sampai dengan Pasal 312. 
1.  Setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan 
Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (2). Pasal 229 ayat: 

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: 
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; 
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau 
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat. 

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang. 

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan 
kerusakan Kendaraan dan/atau barang. 

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia 
atau luka berat. 

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 

                                                 
17

 Junivers Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan 
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan 
Tindak Pidana Korupsi, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hal. 
12-13. 



Lex Crimen Vol. VIII/No. 4/Apr/2019 

 

163 

disebabkan oleh kelalaian Pengguna 
Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta 
ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. 

2. Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas dengan korban luka ringan dan 
kerusakan Kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (3). 

3. Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu 
Lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4) dan dalam hal kecelakaan yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 

4. Setiap orang yang dengan sengaja 
mengemudikan Kendaraan Bermotor 
dengan cara atau keadaan yang 
membahayakan bagi nyawa atau barang. 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2). Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (3). Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat. Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud mengakibatkan orang lain 
meninggal dunia.  

5. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu 
Lintas dan dengan sengaja tidak 
menghentikan kendaraannya, tidak 
memberikan pertolongan, atau tidak 
melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
tanpa alasan yang patut.  
Pasal 231 ayat (1) Pengemudi Kendaraan 

Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, 
wajib: 
a. menghentikan Kendaraan yang 
dikemudikannya; 
b. memberikan pertolongan kepada korban; 

c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia terdekat; dan 
d. memberikan keterangan yang terkait dengan 
kejadian kecelakaan. 

Polisi merupakan sebuah institusi hukum 
yang cukup tua keberadaannya, setua usia 
kehidupan bermasyarakat dalam sejarah 
manusia. Seperti kita ketahui, polisi (mulai 
dalam bentuknya yang amat sederhana sampai 
polisi modern) di manapun di dunia ini 
umumnya mempunyai dua peran sekaligus. 
Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas 
menjaga dan memelihara keamanan dan 
ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai 
suasana kehidupan aman, tenteram dan damai 
(police as a maintenance order officer).18 

Kedua, polisi adalah institusi yang berperan 
dalam penegakan hukum dan norma yang 
hidup di masyarakat (police as an enforcement 
order officer). Pada pelaksanaan peran 
demikian, polisi adalah institusi yang dapat 
memaksakan berlakunya hukum. Manakalah 
hukum dilanggar, terutama oleh perilaku 
meyimpang yang namanya kejahatan, maka 
diperlukan peran polisi untuk memulihkan 
keadaan (restitution in integrum) dan memaksa 
agar si pelanggar hukum menanggung akibat 
dari perbuatannya.19 

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal 
relations) adalah suatu hubungan yang 
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih, 
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di 
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum 
seperti ini mempunyai tiga unsur yang 
terpenting: 
a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) 

yang mempunyai hak dan kewajiban yang 
saling berhadapan; 

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan 
kewajiban itu; 

c. Hubungan antara pemilik hak dan 
pengembann kewajiban atau hubungan 
terhadap objek yang bersangkutan.20 
Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui 

bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat 
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau 
hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).21 
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Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut 
“hukum” dalam percakapan sehari-hari. Kata 
“hukum” dalam arti ini menunjukkan seluruh 
hukum (corpus juris) yang berlaku dalam suatu 
masyarakat. Kata-kata lain yang sering 
digunakan sebagai sinonim dengan istilah 
hukum objektif adalah tertib hukum atau 
hukum positif, sedangkan yang dimaksud 
hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh 
hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum 
objektif adalah hukum yang berlaku umum 
dengan tidak mengingat pada seseorang 
tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah 
hukum yang dihubungkan dengan seseorang 
yang tertentu.22 

Antara kedua pengertian hukum tersebut di 
atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak 
dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh 
karena hukum objektif adalah peraturan 
hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah 
peraturan yang dihubungkan dengan seseorang 
tertentu dan dengan demikian menjadi hak 
berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn 
berpendapat bahwa hukum subjektif timbul 
apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena 
hukum objektif yang beraksi, melalukakan 
pekerjaan, maka pada suatu pihak ia 
memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia 
meletakkan kewajiban.23 

Sebagai aparatur penegak hukum di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan, maka Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, perlu melakukan 
penegakan hukum terhadap pengemudi 
kendaraan bermotor yang dengan sengaja atau 
karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya 
kecelakan lalu lintas yang dapat menimbulkan 
korban jiwa, luka ringan dan berat serta 
kerusakan kendaraan atau barang lainnya. 

Seperti kita ketahui, hukum terutama 
menurut penganut paham positivism dan 
legisme, umumnya terangkum dalam rumusan 
pasal peraturan undang-undang. Rumusan 
pasal tersebut hanyalah ancaman kosong dan 
beku yang tiada bermakna tanpa bantuan 
institusi kekuasaan yang namanya polisi. Apalah 
artinya ancaman hukuman dalam peraturan 
dikemas dengan sangat berat dan mengerikan 
bila tidak mendapat bantuan dari polisi untuk 
dipaksakan penerapannya.24 
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Sampai-sampai pada memfigurkan polisi 
sebagai aktualisasi dari hukum itu sendiri. Polisi 
adalah hukum yang hidup atau the living law 
menurut Eigen Erlich. Untuk mengetahui 
bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus 
dilihat pada perilaku polisi yang merupakan 
garda terdepan dari proses penegakan hukum. 
Bagaimana polisi berperilaku, begitulah hukum 
bekerja.25 

Tujuan utama patroli lalu lintas telah 
ditetapkan sebagai berikut: 

1. Mencegah dan menahan para pelanggar; 
2. Mengamati dan melaporkan kondisi-

kondisi lalu-lintas; 
3. Mengamati dan melaporkan kondisi-

kondisi lalu-lintas; 
4. Mengamati kondisi-kondisi jalan, 

termasuk obyek-obyek yang menghalangi 
pandangan yang perlu mendapat 
perhatian dan perbaikan; 

5. Menyediakan layanan-layanan tertentu 
bagi masyarakat, dan 

6. Menangani keadaan darurat dan 
menjaga kelancaran lalu lintas.26 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dalam rangka mewujudkan 
kesetaraan di bidang pelayanan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Undang-Undang ini mengatur 
pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, 
manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, 
dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang 
diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian 
kemudahan sarana dan prasarana fisik atau 
nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas 
pelayanan, dan fasilitas pelayanan. 

 
B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat 

Kelalaian Dan Kesengajaan Yang 
Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Penajaman formulasi mengenai 
asas dan tujuan dalam Undang-Undang ini, 
selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, 
lancar, dan terpadu dengan moda angkutan 
lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong 
perekonomian nasional, mewujudkan 
kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan 

                                                 
25

 Ibid, hal. 52.  
26

 Andrew, R. Cecil. Op.Cit. hal. 28. 
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bangsa, serta mampu menjunjung tinggi 
martabat bangsa. Aspek keamanan juga 
mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam 
pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Selain itu, di dalam Undang-Undang ini juga 
ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan 
budaya bangsa (just culture) melalui upaya 
pembinaan, pemberian bimbingan, dan 
pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta 
dilaksanakan melalui program yang 
berkesinambungan. 

Dalam Undang-Undang ini juga 
disempurnakan terminologi mengenai Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan 
sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan 
jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta 
pengelolaannya. 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, dalam rangka mengantisipasi 
perkembangan lingkungan strategis global yang 
membutuhkan ketangguhan bangsa untuk 
berkompetisi dalam persaingan global serta 
untuk memenuhi tuntutan paradigma baru 
yang mendambakan pelayanan Pemerintah 
yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di 
dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai 
terobosan yang visioner dan perubahan yang 
cukup signifikan jika dibandingkan dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-
Undang ini berdasar pada semangat bahwa 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang bersifat lintas sektor harus 
dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para 
pembina beserta para pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya. Guna mengatasi 
permasalahan yang sangat kompleks, Undang-
Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
tersebut merupakan badan ad hoc yang 
berfungsi sebagai wahana untuk 
menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap 
instansi penyelenggara Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis 
permasalahan, menjembatani, menemukan 
solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, 
dan bukan sebagai aparat penegak hukum. 

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
tersebut mempunyai tugas melakukan 
koordinasi antarinstansi penyelenggara yang 
memerlukan keterpaduan dalam 
merencanakan dan menyelesaikan masalah 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan 
keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur 
pembina, penyelenggara, akademisi, dan 
masyarakat.27  

Supremasi hukum artinya kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat 
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi 
yang berdaulat adalah hukum.28 Equality before 
the law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.29 

Di dalam proses penegakan hukum, negara 
menjadi pihak yang bertanggungjawab 
terhadap komitmen bersama sebagai negara 
berdasar atas hukum, karena itu negara 
bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan 
dan ketentraman warganegaranya yang 
merupakan tugas dan wewenang awal dan 
tradisional dari pemerintah atau negara yang 
kemudian didelegasikan kepada lembaga-
lembaga hukum.30 

Usaha penanggulangan kejahatan dengan 
hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan 
bagian dari usaha penegakan hukum 
(khususnya penegakan hukum pidana), sering 
pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan 
hukum pidana merupakan bagian pula dari 
kebijakan penegakan hukum (law enforcement 
policy).31 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 
angka 8. Kendaraan Bermotor adalah setiap 
Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 
mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan di atas rel. Pasal 1 angka 9. Kendaraan 
Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau 
hewan. Pasal 1 angka 10. Kendaraan Bermotor 
Umum adalah setiap Kendaraan yang 

                                                 
27

 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 
28

Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90. 

29
Ibid. 

30
 Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di 

Indonesia, Op.Cit, hal. 62. 
31

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum 
Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1996. hal. 29. 
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digunakan untuk angkutan barang dan/atau 
orang dengan dipungut bayaran. 

Tindak pidana; delik, delict; delikt; offence: 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang.32  Pelanggaran 
yaitu: tindak pidana yang termasuk ringan, 
lebih ringan dari kejahatan.33   

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 
310 ayat: 
(1) Setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan 
Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan 
Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan 
kerusakan Kendaraan dan/atau barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 

(3) Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan 
Lalu Lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas 
juta rupiah). 

Pasal 311 ayat: 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja 

mengemudikan Kendaraan Bermotor 

                                                 
32

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit, 
hal.164 
33

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng 
dan Godlieb N. Mamahit, Op.Cit,  hal. 359 

dengan cara atau keadaan yang 
membahayakan bagi nyawa atau barang 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau denda paling 
banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan 
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau denda paling 
banyak Rp4.000.000,00 (empat juta 
rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (3), pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 
(delapan juta rupiah). 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka 
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (4), pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau denda paling banyak Rp 
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan 
orang lain meninggal dunia, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau denda 
paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh 
empat juta rupiah). 

Pasal 312. Setiap orang yang mengemudikan 
Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan 
Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak 
menghentikan kendaraannya, tidak 
memberikan pertolongan, atau tidak 
melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat 
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan 
yang patut dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta 
rupiah). 
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Pasal 313. Setiap orang yang tidak 
mengasuransikan awak Kendaraan dan 
penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus 
ribu rupiah). Pasal 314. Selain pidana penjara, 
kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana 
Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau 
ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak 
pidana lalu lintas. 

Pasal 315 ayat: 
(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh 

Perusahaan Angkutan Umum, 
pertanggungjawaban pidana dikenakan 
terhadap Perusahaan Angkutan Umum 
dan/atau pengurusnya. 

(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas 
dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, 
selain pidana yang dijatuhkan terhadap 
pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dijatuhkan pula pidana denda paling 
banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda 
yang ditentukan dalam setiap pasal dalam 
Bab ini. 

(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan 
Umum dapat dijatuhi pidana tambahan 
berupa pembekuan sementara atau 
pencabutan izin penyelenggaraan angkutan 
bagi kendaraan yang digunakan. 

Pasal 316 ayat: 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, 
Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, 
Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, 
Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, 
Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, 
Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, 
Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, 
Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, 
Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, 
dan Pasal 313 adalah pelanggaran. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, 
Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah 
kejahatan. 

Untuk membuktikan telah terjadinya 
kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh 
adanya kelalaian atau kesengajaan pengemudi 
kendaraan bermotor, maka diperlukan upaya 
hukum melalui proses peradilan pidana dan 

apabila tindak pidana yang dilakukan terbukti 
secara sah menurut hukum dalam pemeriksaan 
di sidang pengadilan maka pelakunya dapat 
dikenakan sanksi pidana. 

Polisi adalah sahabat masyarakat yang 
difungsikan oleh negara untuk menjaga 
keamanan, pengayoman, perlindungan, 
ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan 
masyarakat.34  

Penyelidikan kecelakaan berarti 
mengumpulkan dan mencatat informasi 
tentang siapa, kapan, di mana, apa, bagaimana 
dan mengapa kecelakaan terjadi. Tentu saja ini 
mencakup pengamatan-pengamatan yang 
dibuat oleh seorang penyidik kepolisian di 
tempat kejadian plus informasi yang 
dikumpulkan dari sumber-sumber lain selain 
pihak-pihak yang terlibat. Meskipun mustahil 
untuk menyelidiki seluruh aspek dari sebuah 
kecelakaan, seorang penyidik harus cukup 
terlibat di dalamnya agar pertanyaan 
terpenting, apa penyebab kecelakaan tersebut 
bisa dijawab secara tuntas.35 

Setelah menyelesaikan penyelidikan, 
seorang polisi perlu menetapkan apakah 
pelanggaran tersebut perlu ditindak, dan 
bagaimana bentuknya jika terbukti pelanggaran 
lalu-lintas ditemukan, namun tidak ditindak, 
maka tujuan utama dari penyelidikan 
kecelakaan tersebut telah diabaikan.36Hukum 
adalah produk pemerintah atau penyelenggara 
negara atau lembaga yang memiliki wewenang 
untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif 
atau peraturan yang mengikat kehidupan 
masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, 
politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan 
bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal 
atau mengatur hubungan antarindividu 
sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak 
sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.37  

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang 
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh 
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang 
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu 
perbuatan yang terlarang berikut berbagai 
akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum 

                                                 
34

Ismantoro Dwi Yuwono, Cerdas dan Percaya Diri Hadapi 
Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian). 
Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2012, hal. 20 
35

 Andrew, R.Cecil, Op.Cit, hal. 78. 
36

 Ibid, hal. 93. 
37

 Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. l. 
Pustaka Setia, Bandung. 2012, hal. 19. 
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adalah peraturan mengenai tingkah laku 
manusia dalam pergaulan masyarakat. 
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi 
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat 
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah 
peraturan dan ketentuan yang mengandung 
perintah, larangan dan kebolehan yang harus 
ditaati oleh setiap orang.38 

Keistimewaan hukum pidana terletak pada 
daya paksanya yang berupa ancaman pidana 
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi 
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek 
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat 
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana 
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak 
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak 
ada. Ia  mempertahankan kaidah-kaidah yang 
diadakan di lapangan lain dengan 
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban 
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat 
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun 
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal 
dipertegas dalam undang-undang pidana. 
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang 
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan 
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada 
hakikatnya adalah sanksi.39 

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum 
pidana merupakan salah satu penderitaan yang 
istimewa sebab pidana yang diancamkan 
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang 
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada 
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan 
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara 
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah 
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai 
dengan perkembangan dan pertumbuhan 
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut 
adalah untuk melindungi kepentingan orang 
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum 
pidana menggunakan ancaman pidana dan 
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan 
pengorbanan yang harus ditanggung oleh 
korban kejahatan atau pelanggaran.40 

                                                 
38

 Ibid, hal. 20. 
39

 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. 
Rineka Cipta, Jakarta,  2007. hal. 211. 
40

 Ibid, hal. 211-212. 

Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang 
dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; 
misalnya, pidana mati, pidana penjara, 
kurungan dan denda.41 

Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas: 
a. pidana pokok: 

1. pidana mati; 
2. pidana penjara; 
3. pidana kurungan; 
4. pidana denda; 
5. pidana tutupan. 

b. pidana tambahan: 
1. pencabutan hak-hak tertentu; 
2. perampasan barang-barang tertentu; 
3. pengumuman putusan hakim. 
Sanksi harus dipandang sebagai salah satu  

unsur yang paling esensial, bila melihat hukum 
sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana 
dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana 
Khusus atau peraturan perdang-undangan di 
luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan 
penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti 
sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur 
sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana 
dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana 
disebut dengan double track system. Menurut 
Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan 
berorientasi pada perbuatan dan berlaku (daad 
dader strafrecht), stelsel sanksi tidak hanya 
meliputi pidana (straf) tetapi juga tindakan 
(maatregel) yang secara relatif lebih bermuatan 
pendidikan.42 

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, 
mengapa diadakan pemidanaan ? Sedangkan 
sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk 
apa diadakan pemidanaan ? Sanksi pidana 
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu 
perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih 
bersifat antisipatif   terhadap pelaku perbuatan 
tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu 
perundang-undangan pidana bukanlah sekedar 
masalah teknis perundang-undangan semata, 
melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi 
atau materi perundang-undangan itu sendiri. 
Artinya dalam hal menyangkut masalah  
penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi 
harus dipahami secara komprehensif baik 
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 Andi Hamzah, 2008, Op.Cit, hal. 121. 
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Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik 
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segala aspek persoalan substansi atau materi 
perundang-undangan pada tahap kebujakan 
legislasi.43 

Karena pihak-pihak yang berwenang sepakat 
bahwa penegakan hukum lalu-lintas 
menurunkan jumlah kecelakaan lalu-lintas, 
sangat masuk akal bila sanksi hukum diterapkan 
pada semua kecelakaan jika diperlukan.44 

Tindakan penegakan hukum tidak selalu 
identik dengan mengeluarkan surat panggilan 
pengadilan untuk setiap kasus. Pada beberapa 
kasus kecelakaan, bukti-bukti yang mendukung 
diterapkannya sebuah sanksi mungkin tidak 
mencukupi. Pada kasus-kasus semacam itu, 
peringatan tertulis bisa menjadi satu-satunya 
tindakan penegakan hukum. Pada beberapa 
kasus kecelakaan si pengemudi tidak benar-
benar mencoba untuk menghindar. Dalam 
kasus ini, si penyidik bisa menunjukkan 
kesalahan tersebut kepada pengemudi dan 
mengatakan bahwa kecelakaan itu seharusnya 
bisa dicegah.45 

Menurut Soerjono Soekanto, untuk 
mencapai tujuan hukum didalam lalu lintas 
dijalan raya yang harus dilakukan adalah: 
“Penegak hukum harus sadar bahwa dia 
merupakan pejabat resmi yang berperan 
sebagai pihak yang melayani kepentingan dan 
tidak harus dilayani oleh umum. Oleh karena 
itu, maka penegak hukum senantiasa harus 
sedapat mungkin menghindari perbuatan 
paksaan dan kekerasan. Setiap penegak hukum 
dijalan raya, harus menolak segala pemberian 
hadiah yang cenderung mempengaruhi sifat 
keputusannya”46 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, untuk mempertahankan 
kelaikan kondisi jalan dan untuk menekan 
angka kecelakaan, dalam Undang-Undang ini 
telah dicantumkan pula dasar hukum mengenai 
Dana Preservasi Jalan. Dana Preservasi Jalan 
hanya digunakan khusus untuk kegiatan 
pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 
jalan, yang pengelolaannya dilaksanakan 
berdasarkan prinsip berkelanjutan, 
akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan 
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 Ibid, hal. 91. 
44

 Andrew, R.Cecil, Op.Cit, hal. 94. 
45

 Ibid. 
46

 Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju, 
Bandung, 1990, hal. 8 

kesesuaian. Dana Preservasi Jalan dikelola oleh 
Unit Pengelola Dana Preservasi Jalan yang 
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 
Menteri yang membidangi jalan, yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan.  

Dalam rangka pemberdayaan dan 
pengembangan industri di bidang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini 
ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban 
mendorong industri dalam negeri, antara lain 
dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan 
menerapkan standar produk peralatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan 
industri mencakup pengembangan Prasarana 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan 
metode rekayasa, produksi, perakitan, dan 
pemeliharaan serta perbaikan.47 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Akibat dari kecelakaan lalu lintas yang 

disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan 
seperti dengan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang, adanya korban luka ringan 
dan luka berat atau korban meninggal dunia. 
Kelalaian dan kesengajaan yang 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan 
menibulkan kerusakan kendaraan atau 
korban luka ringan, luka berat dan 
meninggal dunia dapat dikenakan sanksi 
pidana apabila telah terbukti secara sah 
menurut hukum yang berlaku.  

2. Pemberlakuan sanksi pidana atas kelalaian 
atau kesengajaan yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan lalu lintas menurut 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis 
tindak pidana yang terbukti dilakukan secara 
sah menurut hukum. Sanksi pidana berupa 
pidana penjara dan pidana denda. 
 

B. Saran 
1. Mengingat akibat yang dapat terjadi dari 

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 
kelalaian dan kesengajaan, maka diperlukan 
kesadaran hukum dari pengemudi 
kendaraan kendaraan bermotor untuk 
mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang 
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berlaku dan bagi aparatur kepolisian yang 
bertugas untuk menertibkan arus lalu lintas 
agar dapat melakukan pengawasan dan 
penindakan terhadap pengemudi kendaraan 
bermotor yang dapat membahayakan bagi 
nyawa orang lain atau kerusakan atas 
kendaraan dan barang. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana atas kelalaian 
atau kesengajaan yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan lalu lintas perlu 
diterapkan secara tegas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk memberikan efek jera bagi 
pelaku dan untuk pihak lain sebagai upaya 
untuk mendidik dan peringatan untuk tidak 
melakukan perbuatan yang sama.  
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